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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada 

bab sebelumnya, ditarik kesimpulan bahwa Perlindungan hukum bagi 

pemegang hak atas tanah atas perubahan sertifikat analog menjadi sertifikat 

elektronik di Kota Semarang sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya 

perubahan sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik, pemegang hak 

atas tanah tetap dilindungi hak nya. Perlindungan hukum yang didapatkan 

sama dengan yang didapatkan ketika sertifikat tanah masih berupa sertifikat 

analog. Pihak Kementerian ATR/BPN telah menjalankan tugasnya dengan 

baik untuk memberikan informasi, solusi, dan perlindungan hukum bagi 

pemegang hak atas tanah ketika mengalami permasalahan, resiko kebocoran 

data sudah diminimalisir dan BPN memiliki arsip sertifikat yang bisa 

dikembalikan pada pemegang hak jika data hilang atau data bocor. Dalam 

sertifikat elektronik terdapat tanda tangan elektronik, yang meminimalisir 

terjadinya pemalsuan tanda tangan seperti yang terjadi pada sertifikat 

analog. Jadi, perlindungan hukum yang diberikan pada pemegang hak atas 

tanah yang bersertifikat elektronik sudah cukup melindungi dan 

menghindarkan resiko pemalsuan sertifikat, karena hanya pemegang hak 

yang bersangkutan yang dapat mengakses QR-Code yang ada.  
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan, Penulis 

memberikan saran yang terkait, yaitu sebaiknya Kementerian ATR/BPN 

memberikan edukasi yang lebih mendalam dan mengadakan sosialisasi lagi 

mengenai sertifikat elektronik, agar masyarakat di Kota Semarang tidak 

berasumsi dan tidak ketakutan untuk merubah sertifikatnya menjadi 

elektronik, khususnya pada masyarakat yang awam dengan teknologi. 

Kementerian ATR/BPN juga sebaiknya meningkatkan sistem keamanan 

elektronik pada aplikasi Sentuh Tanahku untuk mengamankan data riwayat 

tanah dan data pribadi pemegang hak yang bersangkutan sehingga tidak 

terjadi kebocoran data, serta memberikan solusi administratif dan bantuan 

pada pemegang hak atas tanah yang telah melakukan perubahan sertifikat 

analog menjadi sertifikat elektronik, agar setiap pemegang hak atas tanah 

tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang lebih terjamin.  
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